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Mewujudkan interoperabilitas e-government 
sama susahnya dengan membangun e-
government. Banyak isu laten yang menjadi 
kendala di lapangan yang dapat menghambatnya, 
seperti ego sektoral, privacy, sistem yang 
heterogen. Ada pilihan metodologi dalam 
memwujudkan interoperabilitas,  namun khusus 
untuk menimalisir isu laten memerlukan langkah 
yang cukup revolusioner yaitu dengan 
mengkombinasikan metode yang ada menjadi 
satu metode baru yang disebut metode SPOT. 
Dengan metode ini diharapkan proses-prosen 
ontology dan interoperabilitas dapat dimulai 
dengan baik tanpa menggangu wilayah kerja dari 
masing-masing instansi pemerintahan. 
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Mewujudkan interoperabilitas e-government 
sama susahnya dengan membangun e-
government. Banyak isu laten yang menjadi 
kendala di lapangan yang dapat menghambatnya 
[Pancat, dkk, 2008], seperti: 
1) Ego sektoral 
Merupakan isu paling klasik untuk 
pengembangan TIK, dimana masing-masing 
unit mengembangkan sistemnya masing-
masing, merasa memiliki sistem, dan tidak 
mau berbagi data maupun layanan dengan 
pihak lain. Keengganan untuk berbagi data 
dan layanan juga dapat didasari oleh keraguan 
akan keamanan dari data dan layanan yang 
dibagi. 
2) Privasi 
Isu privasi dapat menjadi kendala perwujudan 
interoperabilitas, terutama apabila informasi 
yang di dalamnya terkait dengan keamanan 
nasional atau data yang bersifat pribadi 
seperti misalnya data kesehatan. 
3) Sistem yang heterogen 
Hasil dari pengambilan keputusan 
sebelumnya terkait dengan pembelian 
perangkat keras dan piranti lunak seringkali 
mewariskan sistem informasi pemerintahan 
yang sifatnya heterogen. Sistem yang dibeli 
bisa jadi hanya  mendukung standar 
proprietary (dan tidak mendukung standar 
terbuka). Beberapa  lembaga pemerintah 
mungkin tidak tahu bahwa mereka punya 
pilihan akan  beberapa model 
implementasi sistem dan tidak sadar dari efek 
jangka panjang  dari pembelian yang 
telah dilakukan. 
 
Dalam mencapai interoperabilitas, ada 
kendala kendala dalam keragaman [Erik, dkk. 
2006], berbagai keragaman yang dapat terjadi 
pada enam lapisan adalah: 
1) Keragaman Organisasi: pada pemerintahan 
maka jumlah Kementrian saja sudah lebih 
dari sepuluh, maka keragaman akan visi, misi, 
kepentingan, tugas pokok & fungsi serta 
anggaran akan berbeda. Sehingga keragaman 
ini akan merupakan tantangan utama dalam 
layer ke-1 dan ke-2. Keragaman ini adalah 
yang paling sulit dari sudut pandang orang IT. 
2) Keragaman Informasi: pada layer ke-2 hingga 
ke-5, permasalahan utama yang diha dapi 
adalah adanya keragaman syntactic, 
structured dan semantic. Keragaman syntactic 
adalah keragaman akan definsi data, seperti 
kode kelamin, nama property dan sebagainya. 
Keragaman structured adalah keragaman 
yang timbul akan pohon data yang dianut, 
misalkan kita mendefinisikan pegawai negeri, 
apakah pegawai negeri struktur datanya di 
bawah sebuah instansi yang mengatur 
pegawai negeri atau di masing-masing 
instansi. Keragaman semantic timbul karena 
adanya perbedaan definisi kata dalam 
berbagai bidang, seperti kata 'gain' di bidang 
ekonomi berarti penghasilan sementara di 
bidang elektro itu berarti 
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penguatan/pelemahan sinyal. Permasalahan 
keragaman informasi semakin dirasakan 
dengan berkembangnya teknologi Internet 
karena hampir semua pihak dapat bertukar 
data dan terkoneksi. Keragaman ini adalah 
kesulitan ke-2 bagi orang TI, berbagai model 
teori dan riset telah dikembangkan tetapi 
belum memuaskan. 
3) Keragaman Teknologi: perkembangan 
teknologi mendorong tersedianya beragam 
pilihan teknologi seperti perangkat keras dari 
server sampai mobile device, perangkat lunak 
dari proprietary hingga ke open source, 
termasuk berbagai back-end database. 
Kesulitan dalam keragaman teknologi adalah 
yang terkecil dibandingkan dua keragaman 
yang lain. 
 
Oleh karenanya, pencapaian interoperabilitas 
memerlukan beberapa faktor kunci sebagai 
berikut: 
1) E-Leadership (Kepemimpinan) 
Kepemimpinan merupakan salah satu faktor 
kunci suksesnya implementasi e-government. 
Dukungan dan komitmen dari pimpinan akan 
mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk 
bekerja sama mewujudkan interoperabilitas e-
government. 
2) Manajemen Perubahan 
Keinginan untuk berubah dan kerjasama dari 
pihak-pihak yang terlibat. Isu-isu yang 
sifatnya non teknis seringkali lebih banyak 
muncul menjadi faktor resisten ketimbang 
isu-isu teknis. Untuk itu perlu dipilih agen-
agen perubahan yang nantinya akan ikut 
menggiring ke arah pencapaian 
interoperabilitas. Faktor ini terkait dengan 
faktor pertama. 
3) Regulasi dan Kebijakan 
Dukungan pimpinan perlu dituangkan dalam 
bentuk regulasi dan kebijakan sehingga 
interoperabilitas e-government menjadi 
sebuah sistem dan bukan lagi tergantung 
kepada individu pimpinan. Ketika e-
government sudah menjadi bagian dari sistem 
yang bekerja dengan baik, maka e-
government akan tetap berjalan meski 
pimpinan telah berganti. Faktor ini dapat 
memiliki atau tidak dengan faktor pertama. 
4) Infrastruktur Jaringan 
Interoperabilitas melibatkan dua atau lebih 
sistem informasi yang akan saling bertukar 
data dan menggunakan data yang sudah 
dipertukarkan. Tentunya untuk dapat 
berkomunikasi diperlukan infrastruktur 
jaringan yang menghubungkan sistem-sistem 
yang ada.  
5) Organisasi dan Prosedur Kerja 
Penerapan interoperabilitas tentunya akan 
mempengaruhi organisasi dan prosedur kerja 
untuk penyelesaian sebuah proses bisnis. 
Implementasi interoperabilitas bisa jadi akan 
mengarah kepada rekayasa ulang proses 
bisnis agar komunikasi yang tercipta antar 
sistem informasi yang ada dapat 
menghasilkan sinergi yang dapat 
mempercepat dan mempermudah sebuah 
prosedur kerja. 
6) Sumber Daya Manusia TIK 
Sebuah sistem informasi perlu dipelihara agar 
terus dapat memberikan kontribusi yang 
signifikan kepada organisasi. Untuk itu, 
sumber daya manusia (SDM) TIK juga perlu 
disediakan untuk dapat terus memelihara dan 
mengembangkan sistem informasi yang ada. 
Remunerasi yang pantas, pelatihan yang 
memadai, dan pengembangan karir yang jelas 
perlu disediakan agar SDM yang ada merasa 
nyaman dan betah bekerja. 
7) Strategi TIK 
Implementasi TIK yang baik juga 
memerlukan perencanaan strategis yang baik. 
Strategi yang matang akan menentukan 
prioritas berdasarkan urutan kepentingan dan 
lebih memberikan arah bagi pengembangan 
yang berkelanjutan. 
8) Dana atau Anggaran 
Faktor anggaran yang memadai juga 
merupakan faktor kunci sukses. Anggaran 
disini tidak hanya untuk anggaran pengadaan 
tetapi sekaligus juga anggaran pemeliharaan 
baik perangkat keras maupun piranti lunak 
serta anggaran untuk SDM. 
 
Setelah faktor kunci dapat diwujudkan 
langkah selanjutnya adalah dengan melihat daftar 
dari metodelogi apa yang tepat dan pantas 
digunakan dalam perancangan ontology untuk 
interoperabilitas di instansi pemerintahan. Dari 
sekian metode yang ada, penulis mencoba 
menggabungkan dua metode yakni metode spiral 
dan metode OTK menjadi satu metode yang 
disebut metode SPOT (Spiral dan OTK). 
 
2. TEORI & METODOLOGI 
Ontologi Ada berbagai definisi tentang ontologi, 
salah satu definisi yang paling popular adalah “ 
An Ontology is an explicit specification of a 
conceptualisation' [Gurber . Vol. 5]. Pemahaman 
secara umum adalah “sebuah ontologi merupakan 
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spesifikasi yang formal dan nyata dari sebuah 
konsep pada domain tertentu”. Sehingga tujuan 
dasar dari ontologi adalah: 
1) Menjelaskan pengetahuan akan sebuah 
domain dalam cara umum dan memberikan 
persamaan pemahaman dari domain yang 
bersangkutan. Maksudnya kalau kita 
menggunakan konsep “gain” dalam domain 
elektronika, maka pemahamannya adalah 
penguatan sinyal, ini akan berbeda dengan 
“gain” pada domain ekonomi yang berarti 
penghasilan. 
2) Memberikan definisi dasar dari sebuah 
terminologi dan relasinya dalam kosakata 
pada domain tertentu. Termasuk aturan yang 
mengkombinasikan terminologi tersebut. 
Sebagai ilustrasi, Indonesia terdiri dari 
berbagai pulau seperti Sumatra, Jawa, dan 
Kalimantan. Pemahaman relasi akan berbeda 
dari domain geografi dan domain budaya. 
 
Ontologi terdiri dari berbagai elemen sebagai 
berikut [Gomez, Fernandes, Corcho.2004]: 
1) Classes: adalah konsep abstrak dari model 
atau grup konsep pada sebuah domain, 
sebagai contoh pada Perguruan Tinggi ada 
Class SDM yang memiliki sub-class Dosen 
dan Mahasiswa, ada Class Teknik yang 
memiliki sub-class Teknik Mesin, Teknik 
Elektro, Teknik Informatika, dan lain lain 
2) Relations: bagaimana hubungan antara satu 
class dengan class yang lainnya, bentuk 
hubungan yang paling umum adalah: 
a) Subclass-of: subclass turunannya, seperti 
Mebel mempunyai sub-class Kursi, Kursi 
mempunyai sub-class Kursi Makan. 
b) Subclass-partition: hubungan bagian, 
seperti Rumah membunyai sub-class 
Tembok, Genteng, Lantai 
3) Axioms: adalah sebuah inti pengetahuan yang 
diasumsikan harus benar dalam sebuah data, 
misalkan orang memiliki satu kepala, jadi 
kalau memiliki dua kepala adalah tidak benar. 
Permasalahan bagaimana memasukkan 
pengetahuan bahwa orang hanya dan hanya 
boleh memiliki satu kepala. 
4) Rules: merupakan pemodelan untuk 
menyatakan jika sebuah bagian fungsi adalah 
benar maka dapat diambil kesimpulan bagian 
kedua juga benar. Seperti menyatakan kalau 
“Orang Tua” memiliki “Kakak: maka itu 
adalah “Paman”. 
5) Instance: elemen terakhir adalah memberikan 
hal dari dunia nyata yaitu adanya individu 
intances. 
Sebuah ontologi berbeda dengan konsep 
taksonomi, di mana taksonomi hanya 
mengklasifikasikan beberapa kelas dalam 
diskripsi hirarki. Taksonomi belum mencakup 
pengetahuan yang menjelaskan elekent/class 
termasuk interaksi dan semantiknya. Tetapi perlu 
disadari bahwa taksonomi merupakan tulang 
punggung dari ontologi karena memberikan 
klasifikasi dari konsep dalam ontologi. 
 
Proyek Ontology E-government Sebenarnya ada 
beberapa model dari proyek ontology e-
government yang dikembangkan oleh lembaga 
riset atau lembaga khusus ontology dari beberapa 
negara, seperti: 
1) SAKE Project. Semantic-enabled Agile 
Knowledge-based E-Government (SAKE) 
project mengembangkan kerangka dan tool 
pendukung untuk sebuah agile knowledge-
based (http://www.sake-project.org/) untuk e-
Government yang memberikan informasi 
petunjuk untuk pengembangan ontologi di 
sektor publik. Ontologi dibangun 
menggunakan 'konsep' atas elemen dasar. 
Sebagai contoh, sebuah konsep Administrasi 
Publik akan merepresentasikan semua orang 
yang bekerja administrasi publik. 
2) Proyek ONTOGOV. Ontology-enabled e-
Government Service Configuration 
(ONTOGOV) membuat pelayanan ontologi 
melalui sebuah bidang kepakaran yang 
disebut “Service Modeller”. Proyek ini 
dilaksakan berdasarkan Project IST-507237 
yang didanai oleh the European Commission 
dalam the INFORMATION SOCIETY 
TECHNOLOGIES (IST) Programme. Domain 
keparakan akan memberikan penguatan yang 
lebih dalam semantik untuk menbuat instance 
dalam ontologi. 
3) TERREGOV.Ontologi TERREGOV (Impact 
of eGovernment on Territorial Government 
Services: http://www.terregov.eupm.net) 
merupakan ontologi dengan berbagai tujuan. 
Model ini adalah untuk pelayanan publik 
dimana digunakan untuk mengambil 
dokumen secara semantik dan digabungkan 
dengan web service. Sebagai tambahan, 
ontologi yang sama dapat ditangani oleh 
berbagai pihak. Juga ditekankan dari ontologi 
adalah dapat digunakan ulang (reusable) Pada 
proyek ini menggunakan ontologi dari proyek 
QUALEG (http://www.qualeg.eupm.net). 
 
3. HASIL PEMBAHASAN 
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Ada beberapa metodologi untuk 
pengembangan ontology, yaitu:  
1) Metodologi Uschold. 
2) Metodologi Grüninger & Fox X. 
3) Metodologi Kactus. 
4) Metodologi Methontology. 
5) Metodologi Sensus. 
6) Metodologi On-To-Knowledge (OTK). 
 
Dalam penulisan ini kami akan 
membandingkan dengan IEEE standar 1074-1995 
untuk software engineering , dengan tujuan 
melihat seberapa jauh kematangan dari 
metodologi pengembangan ontologi, serta 
kemungkinan untuk dikembangkan sebuah 
standard/generik metodologi untuk 
pengembangan ontologi. 
Dari masing-masing metodologi akan 
dibandingkan terhadap IEEE standard dengan 
melihat pada managemen proses, pre-develop 
proses, pengembangan pada bidang persyaratan, 
desain dan implementasi, post-develop serta 
integrasi proses. Secara ringkas hasil pengamatan 
dapat dilihat dari tabel 1 yang merupakan 
pelengkapan dari hasil kerja [Lõpez, 1999] ,serta 
melihat kematangan dari metodologi ontologi 
dengan memperhatikan faktor life cycle, 
kesesuaian dengan IEEE standard, rekomendasi 
teknik, ontologi dan aplikasi serta detail dari 
metodologi, secara ringkas dipresentasikan pada 
tabel 2. 
Pada survei ini telah diperlihatkan beberapa 
metodologi pengembangan ontologi. Dengan 
membandingkan terhadap IEEE standard, dapat 
dikatakan belum terlihat sebuah metodologi yang 
cukup matang. Atau dengan kata lain masih 
kurangnya „real‟ metodologi di dalam 
pengembangan ontologi. Tingkat derajat 
kematangan dari metodologi dari diskusi di atas 
dengan urutan yang termatang adalah OTK, 
Methontology, Grüninger & Fox, Uschold & 
King, Sensus dan Kactus. Sensus memiliki 
pendekatan yang sangat berbeda dibandingkan 
kepada metodologi yang lain. Mengacu kepada 
kondisi ini penelitian lebih lanjut dalam rangka 
mengembangkan metodologi yang lebih matang 
adalah penting. 
 
Tabel 1. Membandingkan metodologi pengembangan ontologi terhadap IEEE standard 
 
 










Detail of the 
methodology 
Skeletal, Uschold & 
King 
x o tidak diketahui 1 domain sangat sedikit 
Grüninger & Fox o o tidak diketahui 1 domain sedikit 
Kactus, Bernaras x o tidak diketahui 1 domain sangat sedikit 
Methontology v o o beberapa domain banyak 
Sensus x o tidak diketahui beberapa domain menengah 
OTK, York o o o beberapa domain menengah 
 
Melihat hal di atas, apakah dapat 
dikembangkan sebuah metodologi yang 
„standard‟ dan „real‟ untuk pengembangan 
ontologi. Karena pengembangan ontologi sangat 
tergantung dari domain, aplikasi, dan tipe 
ontologi. Metodologi pengembangan ontologi 
adalah lahir dari pengalaman yang dilakukan 
untuk pembuatan ontologi, sehingga untuk 
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mendapatkan yang generik dan metodologi yang 
baik adalah memerlukan proses yang panjang. 
Sehingga penelitian yang perlu dilakukan adalah 
untuk memperpendek waktu dan usaha dalam 
melahirkan metodologi generik untuk 
pengembangan ontologi. Hal ini bisa dilihat pada 
proses pengembangan standard proses software 
engineering juga memerlukan waktu yang relatif 
lama dengan masa 20 tahunan. 
 
Metode SPOT Oleh karena itu dalam penelitian 
ini, kami membangun kombinasi revolusioner 
dari metode pengembangan ontology yang ada 
dengan melihat masalah dan kekhususan yang ada 
di instansi pemerintahan yaitu perpaduan antara 
metode spiral dan metode OTK yang kami sebut 
metode SPOT (Spiral dan OTK). 
Metode spiral dirancang secara evolusioner 
dengan tahapan yang jelas, tetapi terbuka bagi 
user untuk ikut serta guna menentukan pemodelan 
dari sistem yang dirancang tersebut seperti pada 
gambar 1. Pada pemodelan ini terbagai menjadi 
empat kuadran sebagai berikut: 
1) Kuadran 1. Perencanaan, pada kuadran ini 
kegiatan yang dilakukan adalah menentukan 
tujuan,sasaran, alternatif-alternatif dan 
bataasan-batasan sistem.  
2) Kuadran 2. Analisis resiko, pada kuadaran ini 
dilakukan analisis terhadap alternatif-
alternatif yang ada dan mengidentifikasi 
resiko-resiko yang mungkin terjadi.  
3) Kuadran 3. Teknis, pada kuadran ini 
dilakukan pembanguan sistem secara teknis 
dan bertahap.  
4) Kuadran 4. Evaluasi, pada kuadran ini 
dilakukan penilaian terhadap hasil 
pembanguanan sistem tersebut oleh pemesan, 




Ontology engineering for knowledge 
management systems) memiliki tahapan dan 
proses umpan balik seperti pada gambar 2. 
Tahapan pada OTK adalah studi kelayakan 
(feasibility study), penentuan kelanjutan (ontology 
kickoff), penyempurnaan (refinement), evaluasi, 
dan pemeliharaan-evolusi. 
Tahapan dalam OTK untuk kegiatan ini 
hanya menggunakan tahap 1 sampai dengan 3 
yaitu:  
1) Studi kelayakan (feasibility study), yaitu 
dengan melakukan pembacaan dokumen dari 
berbagai sumber informasi, seperti dari web 
beberapa departemen dan instansi terkait, 
juga dari beberapa laporan kegiatan pemetaan 
data dari beberapa kementerian seperti dari 
laporan interoperabilitas sistem informasi 
inter-departemen yang dibuat Kemkominfo. 
2) Penentuan kelanjutan (ontology kickoff), yaitu 
melakukan pengumpulan metadata.  
3) Penyempurnaan (refinement), yaitu 




Gambar 1. Prosedur pengembangan berbasis model spiral 
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Gambar 2. Metodologi On-To-Knowledge (OTK) 
 
Sehingga secara penggabungan kedua 
metode, maka langkah umum yang dilakukan 
adalah:  
1) Review standar yang ada.  
2) Identifikasi metadata. 
3) Harmonisasi. 
4) Metadata Versi 1. 
5) Mapping antar metadata.  
6) Ontologi awal. 
 
Penjelasan dari metode di atas dengan melihat 
kondisi yang ada dan model OTK maka dilakukan 
langkah penyesuaian sebagai berikut: 
1) Melakukan kajian atau review terhadap 
standard yang telah ada dan digunakan, 
terutama standar terkait dengan pengaturan 
dan representasi data dan informasi. Baik 
standar yang telah diakui pada tingkat 
Internasional maupun yang belum perlu 
diperhatikan. Tujuan dari kegiatan ini adalah 
untuk tidak melakukan semua dari nol, tetapi 
dapat dimulai awalan dari standar yang telah 
digunakan. 
2) Identifikasi metadata yang ada dari berbagai 
sumber di instansi pemerintah terkait. 
Metadata adalah data dari data, secara 
sederhananya dalam praktis adalah 
merupakan judul kolom atau atribute, atau 
property, atau field. Sumber yang dimaksud 
dapat diambil dari dokumen tertulis, 
informasi/data elektronik baik di web ataupun 
database, dari schema data/data dictionary 
database yang telah ada. Semua metadata 
akan diambil tanpa mempertimbangkan 
dahulu kepentingan dan keterkaitan dalam 
interoperabilitas dan ontologi. 
3) Metadata yang terkumpul akan dilakukan 
harmonisasi, yaitu melihat mana yang 
redudance, mana yang tidak perlu, mana yang 
berkaitan dan sebagainya, ini analogi dengan 
proses normalisasi pada perencanaan 
database. Hasil dari harmonisasi akan 
didapatkan metadata yang siap ditindak 
lanjuti. 
4) Metadata versi 1 telah berhasil dipilih, tetapi 
perlu diperkaya dengan penyesuaian nama 
metadata dan juga glosary/penjelasan arti 
metadata agar lebih mudah dipahami baik 
secara human ataupun mesin pada saat 
pertukaran data. 
5) Kegiatan pemetaan (mapping) perlu 
dilakukan dari Metadata versi 1 untuk 
membuat hubungan sehingga dapat dilahirkan 
klasifikasi dalam bentuk taksonomi. 
Taksonomi bukanlah ontologi, tetapi 




6) Dari hasil metadata yang diperkaya dengan 
glosary dan memiliki taksonomi, maka 
ontologi awal dapat dibentuk, pada ontologi 
awal perlu diperkaya dengan semantik istilah 
dari metadata, batasan/rule dari value, 
karakteristik dari metadata. 
  
4. SIMPULAN  
Dalam pengembangan ontology banyak 
pilihan dari metode yang dapat digunakan dengan 
segala kelebihan dan kekurangannya. Proyek 
pengembangan e-government juga sudah berjalan 
di berbagai negara atau instansi, namun tiap 
negara atau wilayah atau instansi memiliki aturan 
dan kehususan sendiri yang dalam tanda kutip 
“forbidden area” yang memiliki privacynya 
tersendiri. Namun disisi lain interoperabiltas antar 
instansi terutama sektor public/pemerintahan haru 
tetap berjalan bagi efisisensi, efektifitas dan 
peningkatan kualitas layanan publik. Perlu trik 
khusus dalam mencapai sasaran interoperabilitas 
tanpa mengganggu wilayah kerja instansi lain. 
Dan dalam rangka itu diperlukan langkah 
revolusioner dengan memadukan metode yang 
ada menjadi satu metode yang disebut metode 
SPOT. Walau penelitian ini masih dalam tahap 
kajian, namun dapat menjadi pijakan dan senjata 
yang tepat untuk menembus dinding sistem antara 
instansi demi terwujudnya interoperabilitas sistem 
informasi antar instansi pemerintahan. 
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